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ABSTRAK 

 

 Studi ini memetakan reputasi institusi (Polri, Kejaksaan, Kehakiman, 

Advokat, Lapas) di Twitter(X) dengan kurun waktu 1 Januari 2025–31 Maret 

2025 serta menerapkan klasifikasi single-label dan multi-label pada empat 

dimensi reputasi (performatif, moral, prosedural, teknis) menggunakan Gradient 

Boosted Trees. Teknik pengolahan data penelitian meliputi crawling, filtering 

(noise reduction, feature selection, data reduction, imputation), preprocessing 

(lowercase, cleaning, tokenizing, stopword removal, stemming, normalizing), 

evaluasi berbasis confusion matrix, dan interpretasi deskriptif. Dari hasil 

pengambilan data secara keseluruhan didapatkan 92.095 data tweet mentah dan 

dilakukan filtering data dan preprocessing dan menghasilkan sebanyak 85.902 

data secara keseluruhan. Dari hasil tersebut didapati tingkat reputasi dari institusi 

penegak hukum sebagai berikut: 1) Polri: reputasi performatif (55,2%), reputasi 

prosedural (22%), reputasi moral (20,5%) dan reputasi teknik (2,3%). 2) 

kejaksaan: reputasi performatif (43,5%) reputasi moral (33,2%), reputasi 

prosedural (21,4%) dan reputasi teknik (1,8%). 3) Hakim: reputasi moral (67,7%) 

reputasi performatif (17,4%), reputasi prosedural (13%) reputasi teknik (1,8%). 4) 

Advokat: reputasi moral (51%), reputasi prosedural (21%), reputasi performatif 

(14,5%) dan reputasi teknik (11,2%). 5) Lapas: reputasi performatif (51%), 

reputasi prosedural (18,8%), reputasi teknik (15,1%) dan reputasi moral (15,1%). 

Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap administrasi publik, 

terutama dalam pengukuran reputasi organisasi public berdasatkan 4 variable oleh 

Carpenter & Krause (2012) yaitu reputasi performatif, reputasi moral, reputasi 

prosedural dan reputasi teknik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar yang menentukan 

kesejahteraan dan menjadi aspek fundamental dalam mewujudkan keadilan 

dari masyarakat. Hukum bukan hanya sekedar aturan tertulis sebagai syarat 

suatu negara yang mengikat secara formal, tetapi juga suatu fondasi moral dan 

etika yang mengatur perilaku sosial dalam masyarakat. Penegakan hukum 

yang kuat adalah salah satu aspek kunci dalam menjaga stabilitas sosial, 

memastikan keadian dan menciptakan ketentraman bagi masyarakat (Nikhio et 

al., 2023).  Di Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan institusi 

penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, keadvokatan dan 

lembaga masyarakat sebagai lembaga hukum (Rompis, 2015). Penegakan 

hukum mencakup upaya yang bertujuan untuk menerapkan atau 

mengoperasionalkan norma hukum sebagai standar perilaku dalam urusan 

masyarakat dan negara (Okky Irawan et al., 2025). 

Dalam mewujudkan penegakkan hukum yang baik, negara tidak 

hanya bergantung pada sistem hukum yang berlaku namun juga bagaimana 

peran institusi dan aparat penegak hukum sebagai garda terdepan yang 

bertugas memastikan bahwa aturan yang ditetapkan di terapkan secara adil 

dan profesional. Menurut Azzahra (2022) salah satu fungsi utama aparat 

penegak hukum adalah sebagai pelindung masyarakat dari berbagai tindakan 



 

 

kriminal. Dalam melaksanakan tugas ini, mereka melakukan penyelidikan, 

penyidikan, pemanggilan, penangkapan, pembelaan hukum dan penindakan 

terhadap suatu perkara sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi dari 

ancaman kriminalitas (Pratama & Pangestika, 2024). Institusi penegak hukum 

memiliki peran kunci dalam menjalankan fungsi-fungsinya sehingga penting 

untuk memastikan bahwa proses institusional berjalan dengan rasional dan 

transparan dari intervensi politik atau kepentingan pribadi yang mengganggu 

penegakan hukum. Kerjasama dan kemampuan institusi sangat menentukan 

keberhasilan penegakan hukum, selain itu secara tidak langsung juga 

berdampak pada reputasi pemerintah bagi masyarakat. 

Gambar 1.1 Kondisi Penegakan Hukum 

Sumber: Lembaga Survei Indonesia (2025) 

 

Berdasarkan data survei nasional yang dilakukan pada 20-28 Januari 

2025 oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), masyarakat dominan menilai 

penegakan hukum Indonesia saat ini sudah baik. Survei dilakukan melalui 

wawancara tatap muka kepada 1.220 responden yang dipilih secara acak, 



 

 

responden merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak dalam 

pemilihan umum. Hasil survei menunjukan angka persentase masyarakat yang 

menilai sangat baik mencapai 4.7%, menilai baik 36.9%, menilai biasa saja 

30.9%, yang menilai buruk dan sangat buruk mencapai 25.1%, sedangkan 

2.4% lainnya memilih tidak menjawab (LSI, 2025).  

Gambar 1.2 Penegakan Hukum Nasional 

Sumber: lembaga Indikator Politik (2025) 

 

Selain hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia 

(LSI), Lembaga Indikator Politik juga melakukan survei kepada masyarakat 

terkait penegakan hukum di Indonesia yang dilakukan pada 17-20 Mei 2025. 

Target populasi survei ini yaitu warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun 

atau sudah menikah dan memiliki telepon, wawancara dilakukan lewat telepon 

yang dilakukan dengan pewawancara yang telah dilatih. Sampel dipilih 

melalui metode double sampling atau pengambilan sample secara acak dari 

kumpulan data hasil survei tatap muka yang telah dilakukan sebelumnya, 

jumlah nomor telepon yang dikontak secara acak yaitu 13.552 nomor dan 



 

 

yang berhasil diwawancarai yaitu 1.286 responden. Dari hasil survei tersebut 

menunjukan persentase masyarakat yang menilai sangat baik mencapai 2.4%, 

menilai baik 31.2%, menilai biasa saja 25.4%, yang menilai buruk dan sangat 

buruk mencapai 33.8%, sedangkan 7.2% lainnya memilih tidak menjawab 

(Korupsi, 2025).  

Dari kedua hasil survei tersebut terdapat persamaan terhadap hasil 

pandangan masyarakat meskipun dengan perbedaan persentase penilaian. 

Dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat memberikan respon positif 

terhadap penegakan hukum dan ada sebagian masyarakat menilai biasa saja 

hingga buruk, penilaian negatif tersebut menunjukan adanya tantangan yang 

perlu di hadapi institusi penegak hukum. Hal ini menunjukan perlu adanya 

upaya nyata dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi penilaian 

negatif terhadap penegakkan hukum agar dapat meningkatkan reputasi dan 

kepercayaan publik. 

Reputasi institusi penegak hukum sangat berkaitan dengan 

kepercayaan publik, tingkat kepercayaan publik akan mengikuti reputasi 

institusi penegakan hukum dan juga sebaliknya. Menurut (Carpenter & 

Krause, 2012), Reputasi organisasi didefinisikan sebagai seperangkat 

keyakinan tentang kapasitas, tujuan, sejarah, dan misi organisasi yang 

tertanam dalam jaringan berbagai audiens. Menurut Warta (2017), reputasi 

adalah citra positif yang muncul melalui penilaian, kekayaan dan sudut 

pandang yang meyakinkan bahwa suatu subjek memiliki kualitas yang baik, 

karakter yang kuat, kemampuan yang terbukti, dapat diamat serta mendapat 



 

 

pengakuan dari pihak-pihak berkepentingan (Evrina & Wulansari, 2023). 

Reputasi yang baik terhadap institusi penegak hukum memberikan potensi 

lebih untuk meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat legitimasi 

dan efektivitas institusi dalam menjalankan tugasnya. 

Namun demikian, sejatinya pandangan masyarakat dan kepercayaan 

publik terhadap pemerintah dapat berubah-ubah dalam kurun waktu yang 

cepat. Selain kerja nyata yang dilakukan oleh institusi penegak hukum, berita 

dan postingan akun resmi institusi penegak hukum turut berkontribusi 

membentuk opini dari masyarakat secara real-time. Setiap berita negatif dan 

kasus yang melibatkan aparat penegak hukum dapat mempengaruhi opini 

masyarakat sehingga menurunkan kepercayaan publik, reputasi serta citra dari 

intitusi aparat yang terlibat. Contohnya yaitu pengaruh kasus pembunuhan 

oleh Perwira Tinggi Polri Ferdy Sambo terhadap bawahannya pada Juli 2022, 

terjadi penurunan persentase kepercayaan publik terhadap polri setelah 

terjadinya kasus tersebut (Syafara Azahwa, Zhenia Maulida Fitri, 2025). 

Berdasarkan hasil data dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), persentase 

tingkat kepercayaan publik pada bulan Juli 2022 sebesar 72%, pada bulan 

Agustus 2022 turun menjadi 70% dan data pada Oktober 2022 berada pada 

angka 53%.  

Kasus ini mendapatkan sorotan dan perkembangan kasusnya diawasi 

oleh publik melalui berbagai media massa dan media sosial, masyarakat 

menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan. 

Pada umumnya kasus pidana hanya ditangani oleh penyidik biasa, namun 



 

 

karena kasus ini menjadi sorotan maka penegakan hukumnya dilakukan 

dengan proses yang lebih menunjukan transparansi dan membentuk tim 

khusus untuk menangani kasus ini. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa 

media massa dam media sosial tidak mengubah vonis hakim terhadap 

tersangka, namun mempengaruhi cara institusi dalam menangani dan 

menyelesaikan perkara. 

Contoh kasus besar lainnya yang mempengaruhi reputasi penegakan 

hukum yaitu seperti kasus yang menjerat Kejaksaan dalam penanganan 

korupsi impor gula yang menimpa mantan Menteri Perdagangan Thomas 

Trikasih Lembong pada 18 Juli 2025, dimana putusan vonis penjara 4 tahun 6 

bulan dan denda Rp 750 juta dianggap kontroversial karena fakta persidangan 

mengungkap bahwa impor gula tersebut merupakan perintah Presiden Joko 

Widodo, sehingga tuntutan jaksa dan penanganan kasus dinilai tidak 

transparan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan.  

Kehakiman juga mengalami penurunan reputasi melalui kontroversi 

putusan di Mahkamah Konstitusi pada 2024 yang mempertanyakan 

independensi hakim dalam sengketa pemilu. Advokat pernah mendapat 

sorotan akibat terungkapnya praktik mafia hukum antara tahun 2023-2024 

yang melibatkan pengaturan perkara dan suap. Lembaga pemasyarakatan 

(lapas) kehilangan kepercayaan publik akibat kaburnya napi teroris dari Lapas 

Nusakambangan pada 17 Juli 2023 yang menunjukkan lemahnya pengawasan 

dan keamanan di lapas tersebut. Semua kasus ini secara nyata menggambarkan 



 

 

bagaimana kinerja dan integritas institusi penegak hukum bisa melemah dan 

membuat publik ragu pada penegakan hukum di Indonesia. 

Jika dilihat dari sudut administrasi publik, penelitian ini penting 

karena mempengaruhi legitimasi, kinerja institusi dan proses reformasi 

birokrasi disektor hukum. Reputasi penegak hukum yang kurang baik akan 

menurunkan kepercayaan publik yang akan menyebabkan masyarakat enggan 

melapor dan memilih menyelesaikan masalah diluar jalur hukum, tidak 

percaya pada Keputusan pengadilan serta menolak berpartisipasi dalam proses 

hukum seperti menjadi saksi atau memberikan informasi dalam penyelidikan 

suatu kasus. Selain itu opini publik di media sosial mengenai institusi penegak 

hukum ini dapat menjadi ruang evaluasi dan masukan dalam upaya perbaikan 

bagi kinerja, kebijakan, transparansi dan strategi komunikasi institusi di media 

publik. Reputasi organisasi yang baik terbentuk dari citra organisasi yang baik 

pula, hal ini didukung oleh kepercayaan publik terhadap instansi yang 

bersangkutan (Carpenter & Krause, 2012). 

Pada era digital ini, akses masyarakat terhadap informasi dari 

berbagai informan sangat mudah didapat dengan waktu yang cepat. Media 

sosial merupakan platform yang digunakan secara online untuk memudahkan 

pengguna dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan bertukar informasi tanpa 

hambatan jarak dan waktu. Media sosial memungkinkan partisipasi dua arah 

dan menyebarkan informasi dalam waktu nyata, sehingga menjadi ruang 

penting dalam pembentukan persepsi publik terhadap institusi, termasuk 

aparat penegak hukum (Kaplan & Haenlein, 2010). Sebuah survei yang 



 

 

dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 

tahun 2024 menunjukkan bahwa 79,5% masyarakat Indonesia adalah 

pengguna internet aktif, dengan sebagian besar dari mereka menggunakan 

media sosial untuk mendapatkan informasi dan berdiskusi tentang isu-isu 

terkini. Media sosial kini berfungsi sebagai media pemantau kinerja institusi 

penegak hukum secara real-time. Dengan demikian, media sosial telah 

menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan 

mengekspresikan pendapat mereka terhadap berbagai topik.  

Selain itu penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa media sosial 

sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik. Meskipun survei yang 

dilakukan secara langsung seperti yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia 

(LSI) menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi, media sosial dapat 

memberikan gambaran yang berbeda. Sebagai contohnya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh (Muhammad et al., 2024), dari hasil penelitiannya dengan 

melakukan analisis sentimen di media sosial twitter (X) terhadap 10.000 tweet 

ditemukan bahwa mayoritas publik cenderung memiliki persepsi negatif 

terjadap lembaga peradilan. Namun berbeda dengan hasil survei Lembaga 

Survei Indonesia yang dilakukan pada 7-9 April 2024, disana menunjukkan 

masyarakat mayoritas memberikan penilaian positif terhadap peradilan dengan 

persentase 8% sangat percaya dan 63% percaya (LSI, 2024). Media sosial 

tidak hanya menjadi wadah ekspresi publik, tetapi juga menjadi alat strategis 

bagi institusi negara dalam membangun komunikasi, transparansi, dan 

legitimasi di mata masyarakat. Oleh karena itu, memanfaatkan media sosial 



 

 

sebagai sarana untuk menjaga reputasi yang baik dan membangun 

kepercayaan publik dengan pengelolaan informasi yang akurat dan etis di 

media sosial merupakan hal yang harus diperhatikan.  

Melihat pentingnya reputasi sebagai aset institusional serta 

meningkatnya peran media sosial sebagai ruang publik digital, penulis tertarik 

untuk meneliti reputasi pada institusi penegak hukum Indonesia. Namun, 

penelitian yang dilakukan dengan survei secara langsung cenderung memiliki 

berbagai tantangan seperti jumlah responden yang terbatas, tingginya biaya 

yang perlukan dalam proses pengumpulan data dan memakan waktu yang 

lebih lama. Dalam permasalahan ini, media sosial menawarkan alternatif yang 

lebih efisien dan efektif. 

 Media sosial terutama twitter atau yang sekarang dikenal dengan 

nama X telah menyediakan data dalam jumlah besar yang memungkinkan 

penulis untuk melakukan analisis berbagai interaksi dan sentimen tanpa 

memerlukan biaya tinggi dan waktu yang lama. Data besar atau big data yang 

dihasilkan oleh media sosial twitter (X) memiliki berbagai jenis informasi 

seperti postingan akun, komentar individu atau akun dan trend global. Big 

data adalah sekumpulan data berukuran besar yang jumlahnya terus bertambah 

yang terdiri dari berbagai macam jenis data, terbentuk terus menerus dengan 

kecepatan tertentu dan harus di proses dengan kecepatan tertentu (Wu et al., 

2013). Big data merupakan sebuah terobosan baru untuk menghadapi revolusi 

industri 4.0 yang berguna untuk mengelola data, menyimpan dan menganalisis 

berbagai jenis data dalam jumlah besar (Venger & Akhtoian, 2021). 



 

 

Penggunaan media sosial sebagai sumber utama dalam penelitian 

bukanlah hal yang baru, telah banyak penelitian yang menggunakan media 

sosial terutama twitter (X) untuk menganalisis sentimen, opini publik, 

pemanfaatan media sosial bagi organisasi dan lainnya. Twitter (X) dipilih 

untuk analisis media sosial karena memiliki jutaan pengguna aktif yang 

berbagi informasi secara real-time dengan fitur seperti tweet, retweet, dan 

hashtag yang memudahkan pelacakan percakapan. Akses data melalui API 

juga relatif lebih mudah dibanding platform lain, sehingga efektif untuk 

menganalisis opini publik dan tren dengan cepat. Selain itu media sosial 

twitter (X) dipilih sebagai sumber data dan bukan dari platform lain yaitu 

karena twitter (X) lebih banyak digunakan oleh pengguna media sosial sebagai 

platform untuk berdisukusi dan mendapatkan berita baru lebih cepat dibanding 

platform lain. Twitter (X)r sering menjadi ruang opini kritis sehingga reputasi 

institusi sering diuji disana melalui kritik, aduan dan komentar. 

Gambar 1.3 Proporsi Alasan Penggunaan Platform Media Sosial 



 

 

Sumber: Newman et al., (2021) 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Newman et al., (2021) dikatakan 

bahwa twitter (X) menempati posisi pertama sebagai platform yang digunakan 

oleh pengguna media sosial sebagai platform untuk mendapatkan berita baru 

dengan persentase 25% dan sebagai tempat berdiskusi serta berdebat seputar 

isu publik dengan persentase 20%. Pada gambar dapat dilihat bahwa twitter 

(X) banyak digunakan sebagai media untuk mendapatkan berita dan berdiskusi 

secara kritis terhadap suatu berita, sedangkan platform lainnya lebih dominan 

digunakan untuk alasan santai dan sebagai media hiburan. Karena 

pertimbangan tersebut, menjadi relevan untuk menelaah bagaimana reputasi 

organisasi penegak hukum mereka di platform seperti twitter (X). 

Namun demikian, bagaimana reputasi institusi penegak hukum di 

media sosial masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab secara 

menyeluruh. Meskipun banyaknya penelitian yang telah menggunakan media 

sosial, masih terdapat kekurangan signifikan dalam literatur yang menganalisis 

reputasi organisasi khususnya pada institusi penegak hukum Indonesia. Hal ini 

menimbulkan pertanyaan besar tentang reputasi institusi penegak hukum di 

media sosial. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Reputasi Organisasi Pada 

Institusi Penegak Hukum Indonesia Di Sosial Media Twitter (X)”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis 

dapat merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 



 

 

1. Reputasi dari institusi penegak hukum yang cenderung menurun di media 

sosial karena kasus-kasus yang melibatkan aparat pada institusi penegak 

hukum. 

2. Respon negatif masyarakat dapat memperburuk citra dan reputasi. 

3. Belum ada penelitian yang membahas mengenai reputasi pada semua 

institusi penegak hukum. 

 

C. Batasan Masalah 

Dari identifikasi diatas agar penelitian ini sesuai dengan permasalahan 

yang akan diteliti maka permasalahannya akan dibatasi. Batasan masalah yang 

terdapat dalam penelitian ini adalah mengukur reputasi organisasi institusi 

penegak hukum Indonesia yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, 

keadvokatan dan lembaga pemasyarakatan di media sosial twitter (X). 

 

D. Rumusan masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas 

maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

reputasi organisasi institusi penegak hukum Indonesia di media sosial twitter 

(X)? 

 

 

 

 



 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis reputasi organisasi 

institusi penegak hukum Indonesia di media sosial twitter (X). 

 

F. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian maka manfaat yang diharapkan dari hasil 

penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan 

keilmuan yang berkaitan dengan ilmu administrasi negara, khususnya pada 

mata kuliah Governansi Digital yang mencakup pembahasan tentang 

pemanfaatan media sosial, Evidence Based Policy dan Pengambilan 

Keputusan Rasional. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi: 

a. Aparat penegak hukum, sebagai referensi dan acuan bagi aparat dalam 

merancang strategi komunikasi yang efektif di media sosial untuk 

meningkatkan reputasi. 

b. Peneliti lanjutan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi dan perbandingan untuk melakukan penelitian yang lebih 

mendalam. 

 

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada institusi penegak hukum 

Indonesia yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, keadvokatan dan lembaga 

pemasyarakatan di media sosial twitter (X) dengan periode pengambilan 

data dari 1 Januari 2025 – 31 Maret 2025. Dari hasil pengambilan data 

secara keseluruhan didapatkan 92.095 data tweet mentah dan dilakukan 

filtering data dan preprocessing dan menghasilkan sebanyak 85.902 data 

secara keseluruhan. Dari hasil tersebut didapati tingkat reputasi dari institusi 

penegak hukum sebagai berikut: 1) Polri: reputasi performatif (55,2%), 

reputasi prosedural (22%), reputasi moral (20,5%) dan reputasi teknik 

(2,3%). 2) kejaksaan: reputasi performatif (43,5%) reputasi moral (33,2%), 

reputasi prosedural (21,4%) dan reputasi teknik (1,8%). 3) Hakim: reputasi 

moral (67,7%) reputasi performatif (17,4%), reputasi prosedural (13%) 

reputasi teknik (1,8%). 4) Advokat: reputasi moral (51%), reputasi 

prosedural (21%), reputasi performatif (14,5%) dan reputasi teknik (11,2%). 

5) Lapas: reputasi performatif (51%), reputasi prosedural (18,8%), reputasi 

teknik (15,1%) dan reputasi moral (15,1%) 

Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap administrasi 

publik, terutama dalam pengukuran reputasi organisasi public berdasatkan 4 

variable oleh Carpenter & Krause (2012) yaitu reputasi performatif, reputasi 

moral, reputasi prosedural dan reputasi teknik.Dengan memahami topik 



 

 

pembahasan pada ruang publik, institusi penegak hukum dapat merumuskan 

kebijakan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan publik. 

Reputasi yang terbangun di media sosial bukan hanya mencerminkan 

kinerja institusi, tetapi juga berfungsi sebagai indikator kepercayaan 

masyarakat. Oleh karena itu, administrasi publik perlu proaktif dalam 

mengelola komunikasi dan interaksi dengan masyarakat, serta melakukan 

evaluasi berkelanjutan terhadap reputasi mereka di platform digital. Hal ini 

akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan 

penguatan legitimasi institusi di mata publik 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka 

penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Institusi Penegak Hukum 

a. Perlu mengembangkan strategi komunikasi publik digital yang lebih 

transparan, konsisten, dan responsif terhadap opini masyarakat di media 

sosial. 

b. Memperkuat peran humas dan cyber public relations untuk mengelola 

isu reputasi serta menyebarluaskan informasi positif yang faktual dan 

berorientasi pada pelayanan publik. 

c. Meningkatkan etika dan integritas moral aparatur hukum, karena citra 

positif lembaga bergantung pada perilaku individu yang mewakilinya di 

lapangan. 



 

 

2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan 

a. Diperlukan regulasi dan pedoman komunikasi publik digital bagi 

lembaga penegak hukum agar penyampaian informasi kepada 

masyarakat lebih terarah dan beretika. 

b. Pemerintah perlu memperkuat program literasi digital hukum bagi 

masyarakat agar opini publik di media sosial terbentuk berdasarkan 

data dan informasi yang valid. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan menambah 

platform media sosial lain seperti Instagram, TikTok, atau YouTube 

guna membandingkan pola persepsi publik antar-platform. 

b. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan labeling data secara 

manual sehingga merchine learning dapat membuat model pelatihan 

agar dapat memperkaya kata. 

c. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan deep learning lain agar 

memiliki accuracy, precision, recall dan F1 yang lebih baik. 
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